Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Grobogan;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7
Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan
Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan
Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Grobogan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan
Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Grobogan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan
Tugas Pokok Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan
Kabupaten Grobogan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011
- 2016;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada
lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan
Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja,
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-
2016 dan dokumen Rencana Strategis Tahun 2011-2016;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja



KETIGA

KEEMPAT

dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian
Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat
Daerah Kabupaten Grobogan.

Inspektorat Kabupaten Grobogan wajib :

a. melakukan review atas capaian kinerja setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan
ini dan melaporkan kepada Bupati Grobogan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Grobogan.

Ditetapkan di : Purwodadi.
Pada tanggal : 4 Desember 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO



